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Halaman Pengesahan

Pedoman Direksi

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari _Senin , tanggal 17 bulan November tahun dua
ribu dua puluh lima {(17-11-2025), telah ditetapkan Edisi A Revisi 4 Pedoman Direksi PT Garuda
Maintenance Facility Aero Asia Thk {"GMF”/”Persercan”). e

’\ - A

Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Direksi yang telah dléahkan oleh Dewan
Komisaris dan Direktur Utama pada 20 Oktober 2020, oleh karena itu dmyatakan tldak berlaku lagi.

Pedoman ini merupakan salah satu acuan bagi Direksi dalam mén}alahkan' tugas dan tanggung
jawabnya. serta mengoptimalkan tata laksana kerja antara. blreks,l élzm Déwan Komisaris dalam rangka
menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Balk/ Goad orporafeGovernance “’"GCG”

e \

Perseroan menyusun Pedoman Direksi yang\maupakan seperan‘gkat neddmaw tata laksana Direksi
dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab ﬂah wewenang Den’gan d‘emlknan diharapkan seluruh
aktivitas Perseroan akan sela[as dengartstandar Goqd Ca,rnorate Governance “GCG”.

»\ ~\ / \,
l’ XY \\,\\> "/’rl

Setiap perubahan dan Pedcman Dlreksa harus- mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
Pedoman Dlreksnwa;lb untuk dlmutakhiﬁkan\ sekura‘ng -kurangnya setiap 2 (dua} tahun sekali atau
segera a‘ﬁabﬂa terdsrpat perubahan i'eguJa’sr,y’ang berdampak signifikan bagi Perseroan, mana yang
tercaﬁa[ terleb]h dahulu. \\\11\\\ 2

Pedoman ini bersifat mengikall dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan Organ
Perseroan.

Tangerang, 17 November 2025

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Komisaris Utama/ Independen Direktur Utama
Oki Yanuar Andi Rahrlrrozi
Edisi: A Revisi: 4 November 2025 Halaman: 3 dari 53
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Komisaris Independen Direktur Keuangan
¥
Dean ArSlan Tri Hartono
250656
Komisaris H\m\j:}e‘v‘»Daya Manusia

Sugiharto Prapto Endang Tardiana

250058

Direktur Base Management

=

Bobi Gumeifar Raspati

250339
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1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk ("GMF” / "Perseroan”) adalah salah satu anak
Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang telah melaksanakan Penawaran Umum
Perdana Saham atau /nitial Public Offering dan sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia
pada tanggal 10 Oktober 2017. Sebagai Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek
Indonesia, maka dalam menjalankan operasicnalnya Perseroan harus tunduk pada semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Ind,onesia.

\ I

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang bertugas untuk mela‘ksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan“pera‘eclrartfperundang—
undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan prinsip TatafKedoka Perusahaan yang Baik/
Good Corporate Governance "GCG” dan untuk memenuhvkepehtlngan,pemegang saham dan
pihak-pihak berkepentingan lainnya, yang terdiri dan pggawﬁ: konsumen masyarakat, dan
regulator, Direksi memerjukan suatu pedomamkerja terkait dengan’Tat’aKgloia Perusahaan.

\

Pedoman Direksi ini merupakan acuan ba’gt Drre’ksn dalam mela“kSanhkan\tugas dan tanggung

WO Sy

jawabnya mengelola Perseroa 565qai\dengan prinsip- prlr\sm Tataker[ola Perusahaan serta juga
memenuhi ketentuan,peratufan\perundang undangan yangberlaku

NN s IR
\ \ 8]

- \\\ AR \:\ \\\ W \\\
// \\ \ AN T \ \\’\\,

— _ v P N
1.2. Dei‘"n|51 = ‘\‘\ W SPTSRCETNAN

_ N \\

'\I,‘ \ \\

N 1 . \Badanxu‘sah”a Milik Negéra (sela;uu)tn\/a dlsmgkat “BUMN”) adalah badan usaha yang seluruh

\\

W
\\

NID!

atau sebag:an besar rﬁo@alny&dlmnlku oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaah\negara yang dipisahkan.!

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan
terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris,
pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka
dimaksud.?

Bursa Efek Indonesia atau PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek, selanjutnya disebut
“Bursa”, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan Efek di antara mereka.?

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka
atas Efek, dan setiap derivative dari Efek.*

Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.®

wos W om e

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 1.

Peraturan POJK Nomor 42/POIK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Pasal 1 angka 4.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor & Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU No. 8 Tahun 1995”).

Undang-Undang Namaor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU No. & Tahun 1995*), Pasal 1 angka 5.

UU Nomeor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023"), Pasal 22 angka 1

Edisi: A Revisi: 4 November 2025 Halaman: 7 dari 53
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6. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) adalah suatu tata cara
pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsipprinsip keterbukaan (transparency),
akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibiiity), independensi
(independency), dan kewajaran {fairness).t

7. Jabatan Rangkap adalah situasi dimana seseorang menduduki jabatan {anggota Direksi atau
Dewan Komisaris) pada dua atau lebih Perseroan atau menjadi wakil dari dua atau lebih
Perseroan yang bergabung dalam Direksi atau Dewan Komisaris satu Perseroan. Hal
tersebut meliputi jabatan rangkap di antara Perseroan induk, atau Perseroan induk dengan
anak Perseroan anggota lain atau anak Perseroan dari berbagai Perseroan indul\g,}',

8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak i‘ne'rﬁiﬁki “hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungag kgluargadengan anggota
Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemﬁga@g sa\ham pengendali atau
hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhlkemafhpuannya untuk bertindak
independen.® T -2

9. Komunikasi Formal adalah komumkasL yang terjadi antarorgan yéng berkaitan dengan
pemenuhan ketentuan formal sgpem ,dlafur dalam’A‘nggaran Dagaﬁ Perseroan dan/atau
kelaziman berdasarkan\ .praktik‘-p(‘aktlk terbaik (best\\pmct;ces) dalam Perseroan, berupa
penyampaian Iapara\n‘dan/a’tatf pertu karandgta\\mformam dan analisis pendukungnya.

'\" VRN AR
AR

10. Komumkasm lnfdrmaivadalah komumkaSJ a\ntﬁn organ Direksi dan Dewan Komisaris, antara
o anggptd organ—Satu denganyang 1amnya, di luar dari ketentuan komunikasi formal yang
<\ “dlatun ‘dalam Anggaran Dasar‘ﬁerseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\\ \\‘\\\\

i1 Otorltas Jasa Keuangam‘adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.®

12. Pedoman Direksi adalah panduan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya termasuk tata komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dan pengaturan
lainnya terkait dengan pengawasan Perseroan demi kepentingan terbaik bagi Perseroan.

13. Perseroan adalah PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk.

14. Pertemuan Formal adalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan
oleh masing-masing organ. Pertemuan formal tersebut diselenggarakan atas undangan
Dewan Komisaris atau Direksi.

PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal
26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab IV.
Permen BUMN No. Per-02/MBU/2023, Pasal 15 ayat (4).

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 1 Angka 6

Edisi: A Revisi: 4 November 2025 Halaman: 8 dari53
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1.3. \\RéferEnsg RN G A e

15.

16.

17.

18.

19.

21,

Pertemuan Informal adalah pertemuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di
luar forum rapat-rapat formal. Pertemuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota atau anggota-
anggota dari organ lainnya, atau anggota kedua organ secara lengkap, untuk membicarakan
atau mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal.

Perusahaan Publik adalah Perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor
yang ditetapkan dengan Peraturan Qtoritas lasa Keuangan.'?

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang
berkenaan dengan tugas dan fungsinya.

Rapat Direksi adalah rapat vang diselenggarakan oleh Direksi dalam fangka\p\elaksanaan

" 1\
pengelolaan Perseroan. SRS
\ \\ \\ ~ -

\»

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat ”RUPS”Fédaiéh organ perseroan yang
rmempunyai wewenang yang tidak diberikan kep;atia mfeksl atau De'wan Komisaris dalam
batas yang ditentukan dalam Undang- Und\ang ini dan{atal;anggaran dasar. '

\\,/

. Rencana Jangka Panjang Perseroan Iselamutnya disingkat, "RJPP”) qdalah Rencana Jangka

Panjang adalah rencana strate\gls yangrmerﬁuat sasa,ran dan tqjﬂan\BUMN yang hendak
dicapai dalam jangkawaktuﬁihma)\tahun = v\,\, \\\

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (S@}amn}nya dtsmgkat “RKAP”} adalah penjabaran

tahunan dari RI?P‘E“\ ; , N \;«‘:"
RN TIA PN S
\\ _ \:// AN

~ - \
'\I,‘\ Al - \\

\
Ao s N LR
\\ , \\ ‘\\\\ N

I‘ aUndang—Undang Nt}rhof‘s tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diubah sebagian dengan

Undang-Undang No. 4T ahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat yang diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diubah
sebagian dengan UU No.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomaor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah sebagian
dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

10
1
12

i3

LU 472023, Pasal 22.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4.

Permen BUMN Nomor Per-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Negara Pasal 1 angka 53.

Permen BUMN Nomor Per-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Negara Pasal 1 angka 54
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%

\

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diubah
sebagian dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.ndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang
Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha M|J|k Nega‘rd

re= \\ \\

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 03/MBU/03/2023Tentérng Organ

\\//

dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. . ‘1\\\ R

Peraturan Menteri BUMN No. PER- 7/IVIBU/09/2@2?, Tahu(\ 2022 tqr)tang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negar‘a Nomor I5ER911/MBU/07/2021 Tentang
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Daﬂ‘Pemberhentlan Arfggot‘aznlrekm Badan Usaha
Milik Negara. o N \\J,»‘ JPTS N \\\\\ N

\
\\ A\ - N (PN \\\\\ \
Wi, ’, \\\ [V

. Peraturan Komisi Pengawas Per‘éaingan Usaha Nonmr\?uTahun 2009 tentang Pedoman

Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasgl\ZG,’l}hdang ‘Uncfang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek‘MQnoéoh dan Persamgan USaha Tidak Sehat.

-

Pg,mturan btorltas lasa Keuanganszmor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
N \Pényelenggaraan Rapa‘t\ Umum: Peﬁ&egang Saham Perseroan Terbuka.

\\\ \

12‘ ’Peraturan Otoritas. \Jbs‘é‘\Keuangan Nomor 33/P0JK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

13,

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20,

Komisaris Emiten atau Perseroan Publik.

Surat Edaran Qtoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEQJK.04/2015 tentang Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan.

Peraturan POJK Nomor 17/PQJK.04/2020 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan
Usaha.

Pedoman Umum Good Corpofrate Governance di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance.

ASEAN Corporate Governance Scorecard.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk.

Piagam Internal Audit PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
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1.4.

1.5.

-

Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Menjadi rujukan/panduan tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota
Direksi dengan organ pendukung Direksi dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ pendukung Direksi dan
pemangku kepentingan lainnya.

3. Menerapkan asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan kewajaran.

4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban Dlre1<5| dalam
pengelolaan Perseroan sejalan dengan peraturan perundang- undangan yi\mg be\x‘laku dan
prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat. i B

" " » . - (2NN \ 1
Nilai-Nilai RN

\l \\ W

1. Setiap anggoia Direksi wajib meIaksanakani‘ugashyaﬂﬁngan penuhtanggungjawab iktikad
baik, integritas tinggi, kehaju hatqafr sérta\ menJunJung\ mggu dan mengedepankan

\ - i
\ \\ rl . 8 \\\\\ \\

profesionalisme dan etika bISJ'lIS\\ N\

/, AR \ -
N WA \,/\\

2. Setiap anggota Dlrei?s:\dll‘anang mengambll keuntu*hgan/ pr[badl baik secara langsung
maupun tidak Iarjgsungdarl kegiatan usaha\PAfséroan

// \\ ,\, \\\ \\ ~-

3. Setlap qnggtita, leekSI harus Pn n;qga -kerahasman terkait informasi Perseroan, terutama

“ \\ miorh’lastmaterlal yang mempengaruhl kegiatan usaha Perseroan.

\\‘\ \\ > »\ \\\ \\

4\ /D|rek5| senanﬂasa\berthak sesual dan patuh kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan
dibidang Pasar Modfél Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
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2. Direksi

2.1. Susunan Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi terdiri dari paling
sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

2.2. Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan

Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung:%

1.
2.
3.

Direktur Utama berhak dan berwenang bemn\;iak untuk_ da

baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kEJadtah

“\ \\ |1 >
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan siartaf

Menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurpsan\maupun kepemilikan
dengan pembatasan sebagaimana ditentukan daiam ayat Pasa‘I 16 ayat 16 Anggaran Dasar

\ \/

\\ \ l\

\ \
Perseroan. By N P oL
//“\\ AN ‘.2

at‘as\ néma Direksi serta sah

AN
WO Y ,, - \\\\\ W

mewakili Perseroan: 22 RN o o

1.

\ “A\N\
\\ W\ {on W\
\\ \,,\\\ \\ \\ /,

Jika Direktur Utama at\udak hadir atau berhalangan karera-sebab apapun juga (hal ini tidak
perlu dlbulgt;kan\ kepadaf‘;‘)‘lhak ketlgajh maka Salah seorang anggota Direksi lainnya berhak

dan beﬁwenang bertmdak unttikdan\atas narﬁa Direksi serta sah mewakili Perseroan.?

\1,~\ \\ ,\

2. \\Séhap anggota Dlrek§| rhem;thk«ﬁ(ew;.nangan vang sama untuk bertindak secara sah
\\\ vmewakm Perserdanﬁeb@galmana telah diatur dalam pembagian kewenangan antar anggota

~

“Direksi yang dutetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya, anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1

Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan; dan

Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan Perseroan.

Jika terdapat keadaan tersebut, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:2*

1

Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Persercan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan
kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi yang dapat merugikan Perseroan. Terkait
dengan keadaan benturan kepentingan, berlaku ketentuan sebagai berikut:?®

21

23

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Faility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 13,
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 16 huruf a,
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 16 huruf b.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 20.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 18.
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lika Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan salah seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak

mempunyai benturan kepentingan;

lika Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau
seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;

Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih
untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut diatas,

2. Dewan Komisaris jika selurub anggota Direksi mempunyai benturan kepentmgan dengan
Perseroan; atau

3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggotaalreksi atau Dewan Komisaris

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan a
\\ 1

2.3. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung ]awa‘b D“reksf

231

(€Y '\I,

Tugas Direksi

‘\
\/

-
\
-2
e
<

Tugas pokok Dmreksl\ a’dalah menjalankan segdla \tmdékan yang berkaitan dengan
pengurusan Eerse(oan u?rtuk kepentmgafa Rerserbafr dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Peﬁseman serta mewaklll EeYaéman Balk di dalam maupun di luar pengadilan
tentangsegala hal dan sega[a;t:al‘dan éegala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
s bag&mana dLatt‘mr daﬂam ber,aturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
Keputusan ﬁap‘al Q\MUMPemegang Saham.?¢

Dalam menjalaﬁkan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga,
pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan
pencapaian tujuan Perseroan?’, dengan harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan  perundang-undangan
profesionalisme, efisiensi,

serta  wajib
transparansi,

pertanggungjawaban serta kewajaran.?®

melaksanakan  prinsip-prinsip
kemandirian, akuntabilitas,

Pembagian tugas setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, Apabila RUPS tidak
menetapkan, maka pembagian tugas setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Rapat Direksi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan

Komisaris.?®

Sesuai ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, salah seorang anggota
Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan

pemantauan GCG di Perseroan.

5
27
28
Pl

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbhk Pasal 16 ayat 1.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 3.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 4.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 17.
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2.3.2

'\I/
- \\ \\
\

Ketentuan mengenai tugas Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
mengacu pada Peraturan O/K di bidang Pasar Modal serta peraturan perundangan
lainnya vang berlaku.3°

Wewenang Direksi

Pembagian wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Apabila RUPS tidak
menetapkan, maka pembagian wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris.?' Ketentuan mengenai wewenang Direksi yang belum d(atur dalam
Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada Peraturan QOIK di bldang Pa\gan Modal serta
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.? Dalam melaksanakan\tugasnya, Direksi
berwenang untuk :3 ) \"(‘\\:\ \1\\\

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan P’er:r.eroa\n ) \‘\\o/

2. Mengatur penyerahan kekuasaan ﬂirekm un‘tak mewak’m Pe‘cseroan didalam dan di
luar pengadilan kepada seo'fan,g atabbeberapa orahg éﬁggor\a Direksi yang khusus
ditunjuk untuk rtu,ataw‘ke‘pada’ seorang atdu beberépa orang pekerja Perseroan
baik sendsrl ehdlrim,aupun bersama,—sama atau kepada orang lain dan mengatur
penyerqhan ke!masaan Dtrek5| untuk/mawaklll Persercan kepada Kepala Cabang
atau Kepada Perwakilan dl dalam atawdl Luar Negeri;

\ \\// /\/

3‘ Mengatur ke:tentuan-k&tﬁntuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk
e

W penetapan ga\p pefisﬂan atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja

Perseroan herdasarkan peraturan perundang-undangan vyang berlaku dan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau
pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

7. Membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung
jawab (jika diperlukan).3

31
32
33

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 21.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 17.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 21.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat (2} huruf a.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aerg Asia Thk Pasal 16 ayat 7.
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2.3.3 Kewajiban Direksi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Direksi berkewajiban untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian. Adapun kewajiban Direksi dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya antara lain:3

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

2. Menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetgjuan dari
Dewan Komisaris; AN N

1r=~gy M

r(\“ \\ \\

3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenal\\Remfana Jangka
Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan AnggaraanErsér(,\an B

\\\\
NN

4. Membuat Daftar Pemegang Saham, yang memUatSERurang\kurangnya

NN~y

\\ l\
a. Nama dan alamat pemegangs’aham N NN

-~ ‘\ \\

b. Jumlah, nomor, tanggal\gepotehém saharrr 1ang\d1[ﬁ|hkl pemegang saham dan
klasifikasinya dalam ha\l*dlkeluarkan Ieblh dar:‘l sa‘eu Klasifikasi saham;

N \l/ Y
22\ \\ Vi \\_/,
.

c Junﬂah\yang\}shsetor atas sa‘sla,p,saham o
'/ds/ \\Nama dan alamat dafl_-orqngﬁ\ E)érseorangan atau badan hukum vyang
RN \\ o mempunyal hak\ gadm\eitas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia

NN WS T saham -Hai tarig’gal ‘pérolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan
NY fudumatersébut

5. Membuat Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi.

Terkait dengan pembuatan Daftar Khusus mengacu pada POJK 11/2017 cedengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas lasa Keuangan atas
kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan
Terbuka baik langsung maupun tidak langsung;

b. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak
terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan
terbuka;

c. Penyampaian laporan atas kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham
Perseroan Terbuka paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya
kepemilikannya atas setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan
Terbuka;

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aerg Asia Thk Pasal 16 ayat (2] huruf b.
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Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Dokumen Perseroan;

Menyusun laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;

Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan
Tahunan; N

,\\\ A \\

. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dlsahkan ‘Gléh R,épat Uraum

Pemegang Saham kepada Menteriyang membidangp Hukum\dan Hak Asasi Manusia

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangrundangan, i
\\ 1 N

. Menyampaikan laporan perubahan Dlrek5| dan ﬁewah Kpmlkans kepada Menteri

yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Maﬁusm, Y N

\
‘\ \\ ,/ \) \\\/\/ \\\\ \\\\ \\

. Memelihara Daftar_ Pemegang Saham, Daﬁar K\hthus,, Risalah Rapat Umum

Pemegang Saha:m Rlsalah\‘Rapat Dewan Korhl.é,érts* dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan,Tahuhan\daT‘rdokumen\ Re;xa@g:an Persefoan sebagaimana dimaksud pada
angkaé \qngka 5 angka 6 dan dokufn,gnPerseroan fainnya;

i

1//\\ 1 N

o 13\\MBnyrmpan dl tempat\\ keidtid(rkan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar

N “ “\ Khusus Rlsaﬂah‘ Rapatum{lm Pemegang saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan

\

Risalah Rapaf\Dlrei(su Laporan Tahunan dan dokumen Keuangan Perseroan
sebaga;mana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6 dan dokumen Perseroan
lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 12;

. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan

berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal terutama pemisahan fungsi
pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;

. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota

Dewan Komisaris;

. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;

. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan cleh Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
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(€Y '\I/
AR \
W wo Y
W N

20.

21.

22

23,

24,

25.

Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada
tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;3

Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta

wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;3’

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengidahkan
perundang-undangan yang berlaku; 3

Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebaga;manadlatur dalam
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; ¥ ) DORRY -

\\ NNy

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagamna dlmaksud pada ayat 1
dengan itikad baik, penuh tanggungjawabdan'kehatrhﬂt:an' o

| 1 \‘\
Bersama dengan Dewan I<om|sarls\\men\,tusun“‘1 ~=0Y L
\ \ -
/, N Vel

a. Pedoman yang menglkaf se‘siap. anggota Dnre*lsal dan D‘ewan Komisaris sesuai
dengan ketentuan per‘aturah perundangan yang\ beblakw

\\ \ \,/\\
\\ \

b. Kode et‘:lk yan\g berlaku bagl seluruh aﬁggota Dweksn dan anggota Dewan
Komlsargs karyawan/Pegawar\s\eﬁa pendukung organ yang dimiliki Perseroan,
- “\ses,uélsdengan ketentuaa pera‘tur%n ‘perundangan yang berlaku;

>

\\// \ ( -,

}26 Menetap{cankebt(akantlah pl’aktlk anti pencucian uang dan pendanaan terorisme,

\\ v
AW \\ XY
N

anti suap,\ \an‘t‘korupm anti kecurangan {antifraud), keterlibatan dalam politik
dengan mm’lgacu pada standar nasional atau internasional; %

27. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari: 43

a. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Intern;
b. Temuan Auditor Eksternal;

¢. Nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris;

d. Laporan BPK;

e. Laporan BPKP dan/atau;

f. Temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36
37
38
ag

41
42
43

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 3.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 4.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 5.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 6.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 7.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 9.
Pasal 41 PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 22 PER-02/MBU/03/2022 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginfikan Badan Usaha Milik Negara.
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2.3.4 Tanggung lawab Direksi

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap anggota Direksi memiliki tanggung
jawab yang melekat padanya. Adapun tanggung jawab tersebut antara lain:

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas tugas pengurusan yang
ditaksanakannya;

2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi

dalam menjalankan tugasnya;* ’\L\ NN

RN T
3. Anggota Direksi tidak dapat dlpertanggungjawabkam atas ketugian Perseroan
sebagaimana dimaksud pada butir 1 apablla dapat membukﬁlkan.“-"

\\ \\‘\”

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan‘étdu kejalalannya,

,'\/

b. Telah melakukan pengurusan dengan 1t” kad baik, \penUhtanggung jawab dan
kehati-hatian unfuk\\kegeptmga”n dan ,sesua:\\d\engan .maksud dan tujuan

AT \\’/ ' N
N - | “\ \\\

.
~ AN AN~
Perseroan; _ /=3 o \\ RN
\\, \'/ W “ \» \ /)

¢ Tlda,kmempunyar benturan\mpqnujigan b\al“k langsung maupun tidak langsung
uatas\t[ndakan pengurusanyan\gmengaklbatkan kerugian; dan

l/ ~> N\ || \ Nl

oW N \\d n Telah mengambll tmdakafrmntuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
W \\\ W \\V\ . ter%e\b‘it\\\\\\ \\‘/\//;, \)‘

N 4, Direksi dart\Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan apabila Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen
interim® yang telah di distribusi.¥’

45

47

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 10.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 11.
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Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 22 ayat 11.

Edisi: A Revisi: 4 November 2025 Haiaman: 18 dari 53

Dokumen Terkontrol Dilarang Menduplikasi




%“ GMF AeroAsia Pedoman

N

GARJDA NDONESIA GAOUP

Direksi

3. Pengangkatan, Pemberhentian, Pengunduran Diri, Jabatan Rangkap, dan Jabatan

Lowong Anggota Direksi

3.1. Pengangkatan dan Masa Jabatan Anggota Direksi

RUPS dapat:*®

1. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan
dari jabatannya; atau
2. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan

R

diri dari jabatannya; atau RN
Yy ‘I\/ e \\\\

3. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu Iowt)nghn:,’atau

4, Menambah jumiah anggota Direksi baru. NN
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang telah memenufu persyaral\an sebagal anggota Direksi.
Syarat seseorang yang dapat diangkat menjadp anggota DlrekSI daatur daLam Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan lainnya di bidang, Pasa‘r Modal Meng\mgat\staﬁus Perseroan sebagai

anak Perseroan BUMN, maka persya\ratanxaan krltena um,‘ukdapat‘dlc‘aioﬁkan menjadi anggota
Direksi mengacu pada Pensaman juga mehgacu pada Perrheri'B”UMN No. PER-03/MBU/03/2023.

\\ \\ \\//

Direksi diangkat unwk jangka\waktu terhltt‘mg sejak rtanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang
mengangkatnva \dan berakhlr pad@ penutu’pan Rl:}PS' Tahunan ke -3 (tiga) dan dapat diangkat
kembar untuk.masa 1 (satu) kahma§a jabai»an dengan memperhatikan peraturan perundang-
\undangan‘d: bidang Pas.‘ar\ \od‘él, ’namuh demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut
untuk memberhentlkan‘anggota Direksa tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.*? R

Selain itu, masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya jika:>®
1. Meninggal dunia;
2. Berada di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau

3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
memperhatikan peraturan di bidang pasar modal;

4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.
5. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut telah efektif.

6. Anggota Direksi tersebut diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS

a8
a3
50
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3.2. Mekanisme Pengangkatan Anggota Direksi

3.3. Pemberhentian Anggota Direksi RN N

1.

Pengangkatan anggota Direksi Perseroan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran;

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS Perseroan melalui proses pencalonan
berdasarkan pedoman yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses Penllalar.n Kemampuan dan
Kepatutan (fit and proper test) untuk dapat memilih calon terbaik untuk mewnduduk; jabatan
sebagai anggota Direksi. . ‘1\‘\\ W

3.3.1 Pemberhentian Anggota Direksi oJeh RUE’S L

LR \
LAY

Anggota Direksi dlberhent\kan 'éleh RUPS. Perser@an‘Walbb me@yelenggarakan RUPS
untuk melakukan penggan‘haﬁ ‘cmggota Dlreksl yang tldék ‘memenuhi persyaratan
sebagalmana dsmaksud\dajaﬁn Anggaran Basar Pérseroan dan peraturan perundang-
undangan ydhg ber{aku Usulan pembenhénflan dan/atau penggantian anggota Direksi
kepada\BUPS‘ha“rus mem@erhattkaq reké‘mendam dari Dewan Komisaris atau komite
u,~v§ng men]alankap fungm \nomaﬁa’sn 51 Pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS

W dtlaksanakaa d‘e\hgdn Rétentﬁén sebagai berikut:5?

\\\
\\\\

1. Anggota Dr(é‘k;idapat diberhentikan setiap waktu dengan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya;

2. Alasan pemberhentian anggota Direksi tersebut dilakukan apabila anggota Direksi
vang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang
antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain
yang dinilai tepat oleh RUPS;

3. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS;

4. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan jika yang
bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut;

5. Pemberhentian anggcta Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS dengan mata acara
pergantian anggota Direksi atau tangga! lain yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS.

51
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3.3.2 Pemberhentian Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara anggota Direksi
oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*®

1.

6.

Pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris diberitahukan
secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;

Jika terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara oleh Dewan
Komisaris, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau

1
Wy

menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; RN
B3O W\ Y

RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dlselenggarakan*dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) havT kalel;\der setelah tanggal
pemberhentian sementara; AN N I

,/ N ‘\ \\ P N/

Jika dalam jangka waktu 90 (semb[lan puluhj hari . k&l‘ender RUPS untuk
pemberhentian anggota Du’ek tldak dapat mehgambﬁ keputusan, maka

[ATNRN RN
pemberhentian sementhramn;amﬁata] Poen \‘tt\\\\\ X
\

\\ \\ ~- N

Anggota Dtreksi' vang diberhentlkan semehtara, diberikan kesempatan untuk

A <\ \\ ,/ \\
membelaéhn, N \\ 3o
\ N \\ \\ \\ //l

,,Hké\\anggota;\DlrekSI Vang\ clrbgnhgnt‘*an sementara tersebut tidak hadir dalam

BN ""‘ ‘RUPS maka dnanggap ’udak mehggunakan haknya untuk membela dirinya dalam

* RUPS dan menbnmg k)’epu’fusan RUPS.

ANY \
\\‘\‘\

Selanjutnya, anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang

untuk:

1.

2.

Menijalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan; dan

Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang diberhentikan sementara ini berlaku

sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan
terdapatnya keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian
sementara atau telah lewat jangka waktu penyelenggaraan RUPS.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OlK mengenai:

1.

Keputusan pemberhentian sementara; dan

53
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3.4.

2. Hasil penyelenggaraan RUPS terkait dengan pemberhentian sementara anggota
Direksi atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara karena tidak
terselenggaranya RUPS sampai dengan jangka waktu 90 {sembilan puluh) hari
kalender sejak keputusan pemberhentian sementara.

Pengunduran Diri Anggota Direksi

Anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya
berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan. Pengunduran diri anggota Direksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:>

1

4.

-
W
W

\

o )

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permol’fonanpengunduran
diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu pallng Iambat SO (sembllan
puluh} hari katender setelah diterimanya surat pengunduran dm,\\\\ R

N \\
\\

Perseroan wajib melakukan keterbukaan mformz{g kenada\masyara&ht dan menyampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari keqq setelah d;tenmanya permohonan pengunduran
diri Direksi dan paling lambat 2 (dua) han,kerja setelah hasrl pehyelénggaraan RUPS;

’,
\\\ \\\\

Sebelum pengunduran diri b‘ér\rékli \ei*ek‘trr’ anggota \Dnrem\ ng\‘bersangkutan tetap
berkewajiban menye]esaﬂ(“a(n tugas ‘dan tanggung JaWabnva sesuai dengan Anggaran Dasar

dan Peraturan perum{ang undangan yang\berlakg, N

Terhadap anggbta‘> Direksi_ . yang vméngumiurkan diri, tetap dapat dimintakan

o pgrtangguagjawabannya sebagal anggeta b:rekm sejak pengangkatan yang bersangkutan

\\hmgga tanggal dlsetu5u|nya19e;l1gt}nduran dirinya dalam RUPS;

\\\ \\/

5> /Pembebasan tang\gt{ng\lawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah

RUPS Tahunan membebaskannya.

Apabila dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi terbukti terlibat dalam kejahatan
keuangan, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan.

3.5. Jabatan Rangkap Anggota Direksi

Pada waktu yang bersamaan, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana
tersebut di bawah ini. >

1.
2.

Anggota Direksi pada BUMN, anak Perseroan BUMN dan Badan Usaha milik swasta;
Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN;

Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat
dan/atau daerah;

Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus
partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah;

54
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3.6. Jabatan Lowong Anggota D;rek5| <\ AR

5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

6. Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan swasta, kecuali:

a.

b.

Anggota Dewan Komisaris pada anak Perseroan/ Persercan patungan Perseroan,
dengan ketentuan haknya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan
Komisaris pada satu atau lebih anak Perseroan/Persercan patungan maksimal sebesar
30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di Perseroan,
sedangkan penghasilan Jain/selebihnya menjadi penghasilan Perseroan;

Anggota Dewan Komisaris untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan Perserocan
(seperti pada PT Bursa Efek Indonesia) atau Dewan Komisaris karena kewapban yang

\ v
ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. AR
“ \\ \::/

o

Selain itu, larangan jabatan rangkap ini berlaku terhadap Persqman \/ang berada dalam pasar
bersangkutan yang sama atau merniliki keterkaitan yang eratdalam\bl)dang dan atau jenis usaha,
atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar, barang dah at‘au Jas,atertentu yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoll d;m atau pefsamgan usaha tldak sehat, 6

\\\

Jlika anggota Direksi menduduki Jabatan ya%g dilaf’ang untuk dnranglqapk maka masa jabatannya
sebagai Direksi Perseroan be:qlghmtefhltung sejak terjadinya pérangkapan jabatan tersebut.

\\ \\ ’ A TS O -

// \\ \\

Jlika jabatan’,seonang anggota Direksi, lewbng kagena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah
ariggot’aDw&ksrkurang dart: 2 (dua}or’ang sebagalmana dimaksud pada Pasal 15 ayat 2 Anggaran
‘Dasa‘r Perseroan maka setamba\‘;lam batnya 90 {sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
ttu ‘r(arus diadakan RUPQufﬁyk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.>

Jika jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Direktur Utama.*®

Jika selurub anggota Direksi lowong, maka untuk sementara anggota Dewan Komisaris

diwajibkan untuk melakukan tugas pengurusan Perseroan. Dalam kondisi ini, Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

56
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4. Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang
atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.5’

4.1

Ketentuan Rapat Direksil®3

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 {satu) kali dalam setiap
bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komlsam~5ecqra berkala

“NW o v

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 {empat) bulan; - AR

W
\ \\ A3

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dapat dnlangsungka s\ah d\pn berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih da,rr%{satu pérc{ua) bagfan dari jumlah anggota
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat; 3 \\ noss

\ <
AN A XY
L2RENY \"/

3. Kehadiran anggota Direksi dalam ﬁqpat wa;lb diungkapkan dalam lap ran tahunan Perseroan;

5
\\ \\ W\ RSN \\ W

4. Direksi harus menjadwalkar) mpat\sebagalmana dlmakSud untljk\\i tahun berikutnya sebelum

berakhirnya tahun b ku, W

\l/

wow
2N ST
- \\ (KA =

"

A
SR \\ Sl
NN~y

N LT L

5. Pada rapat yang \tela}: duj:adwalkan bahan\ (a\pa‘t\élsampalkan kepada peserta paling lambat S
(hma) h’arikaiender sebelum rapatdlsetenggérakan

(\ \I,‘\ \\

\
]

< 6 N \J[Rétardapat rapat yangdlselengga r}ﬂcan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat 5, bahan\:ngpat dlsampalkan kepada peserta paling lambat sebelum rapat

dlselenggarakan U

\‘\

4.2. Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya
dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang
ditunjuk oleh Direktur Utama;%¢

2. Pemanggilan untuk rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk
tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

rapat;1%7

3. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut
tidak diisyaratkan dan rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;1%

57
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4.

Permanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat
rapat.10®

4.3. Tempat Rapat Direksi

1

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Persercan atau di tempat kegiatan usaha atau
ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan atau
di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia;*°

Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling
melihat danfatau mendengar secara langsung serta berpartisipasi daiamgﬂapat Direksi,
dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan%glepon kbnferensi
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertuhs dan diedarkan di antara
semua anggota Rapat Direksi yang berparttszpam da}am \ranat untuk ditandatangani.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian 'mempunyal kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambii dengan sah daiam\rapat Du'ekm ur -

YU Nt
\\ \\ - \ e

>

4.4. Mekanisme Kehadiran dalam that’ » eme WMNANL Y

1

2.

-
[
W
\\

Rapat Direksi adalah sah dan \berhak mengambll keputdsan yahg menglkat apabila dihadiri lebih
dari ¥ (satu perdqa}bagiahdamumlah anggota ‘Dlrek5| hadir atau diwakili dalam Rapat;

Rapat DAFeks\\dlpmjpm oleh Dwektur (.ttama\ Jilca Dlrektur Utama tidak ada atau berhalangan

o uafuk merghadln rapat Dlreksm[eh\sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

\plhakketlga, maka salah se\Qréng‘ariggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat Direksi

- /’tersebut dapat mém»pmm rapat Direksi.1t2

4.5. Tata Cara Pelaksanaan Rapat

1.
2,

Peserta wajib mengisi daftar hadir rapat yang disediakan oleh Sekretaris Perusahaan.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
untuk menghadiri rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilib dalam rapat Direksi
tersebut dapat memimpin rapat Direksi.11?

Pemimpin rapat menanyakan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai keberadaan surat
kuasa tertulis dari Direktur yang tidak hadir.

Pemimpin rapat menyampaikan agenda rapat dan menanyakan terlebih dahulu hasil tindak
lanjut dari hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat sebelumnya.

110
i
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10.

11

46. M

Rapat agar optimal, Pemimpin rapat mempersilahkan seriap anggota Direksi untuk
mengajukan pertanyaan dan pendapatnya.

Pimpinan rapat mempersilahkan Direktur untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan
mengusulkan alternatif pemecahannya yang memerlukan keputusan Direksi,

Pimpinan rapat memberikan masukan atau alternatif lain dari pemecahan masalah dan
mempersilahkan Direktur fainnya untuk memberikan masukan atau alternatif fain dari
pemecahan masalah tersebut.

Pimpinan rapat menyampaikan keputusan rapat pada akhir pembahasan setiap masalah.

Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk membuat catatan \t:apaf\selama rapat
berlangsung sebagai bahan penyusunan risalah rapat. < NN 2/

< W
AR A3

Sebelum rapat dinyatakan selesai oleh pimpinan rapat, plmpmén mpét‘menyampalkan kembali
kesimpulan dan/atau keputusan yang telah dlambl[d’ tla!am rgpéf Y

ANy -2\

Setelah rapat ditutup, Sekretaris Perusahaan a‘l:au pe}abai‘ yang dltumuk\segera menyusun risalah
rapat dan menyampaikan kepada peserta ra\pa*c‘untuk dltandafangam \‘

N \\/ ‘e VAN \\
\\ WY ,z‘\/ \\\‘\ ‘\

onitoring dan evaluasi tmdaklanmtpelaksanaan hasij rapat sebelumnya

\\ \'/
.\, \\_//

Dalam setiap rapat Dlmk5| pu‘dpm‘an rapat rrmlalmkén‘evafuam terhadap pelaksanaan tindak lanjut

ha

sil keputusaw/rapai; Dlrek5| sebelumnya: Pu'n]mmm rapat juga melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaah tsnél\akk Janjut hasil kepUtUSan, rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris
N bél‘sama I‘}aréks( (Gabung;an) ter‘sefriut tgfhadap hasil keputusan yang memerlukan tindak lanjut dari
Dlre‘km " NRIRRIINS

Nz

4.7. Et

A \
o \\‘\ V)

ika dalam Rapat -

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat agar berjalan secara efektif, oleh

ka

rena itu di dalam setiap pelaksanaan rapat, setiap peserta rapat harus memperhatikan

beberapa etika herikut ini:

1. Setiap peserta rapat harus mempersiapkan diri sebelum menghadiri rapat.

2. Setiap peserta rapat diharapkan hadir tepat waktu di dalam rapat.

3. Setiap peserta rapat harus focus dan berperan aktif mengikuti jalannya rapat.

4. Setiap peserta rapat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan
menghormati pendapat peserta rapat lainnya.

5. Setiap peseria rapat memiliki kontribusi yang sama dalam membahas materi rapat dengan
komprehensif.

6. Seluruh alat komunikasi harus dalam posisi mode hening (silent} sehingga tidak mengganggu
jalannya rapat.
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7.

Apabila terpaksa harus melakukan panggilan ataupun menjawab panggilan telepon, maka
yang bersangkutan sebaiknya keluar dari ruang rapat setelah mendapat ijin dari Pimpinan
rapat.

Peserta rapat hanya dapat meninggalkan rapat setelah rapat selesai atau jika setelah
mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat.

lika terdapat perbedaan pendapat selama rapat dilangsungkan, peserta rapat wajib
menghargai pendapat masing-masing peserta rapat dan tetap mengedepankan asas
musyawarah mufakat.

10. Peseria rapat tidak diperkenankan membahas materi lain yang belum djtentukan di dalam

agenda rapat dengan peserta lainnya. NN

11. Peseria rapat diperbolehkan menyampaikan interupsi seteja,h\d‘bewkan kesempatan oleh

12.

pimpinan rapat. PRI

l/ N " (Y pas \/

komprehensif dan diputuskan secara, kolektrf‘ T - \\\\ NG

AR
<\ \\ ’ RS \
’ s \\/,\« NSRRI \

. Terkait hak suara setiap anggota\m}eks»berlaku ketentu?;m sebagal‘berlkut il

\\ \\ \,/\\

a. Setiap anggota Dl(eksd émg hadir berhak mengelu;lfkan 1 {satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara dntuk a\atlap anggota Dmeksq Iam;wa yang diwakilinya;

/\,

b. Set:ap éhggbta D1rek5| yang,se(:ara prrbadl dengan cara apapun baik secara langsung

(\ '\I,‘\

-
[
W
W
W
W
~

\\ N maupuh secarqi\lqu Iangsung mempunya| kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
‘,‘. “atau kontrak\\yan\g ‘dlusuﬂ(an dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihak harus

-7
-

- menyatakan 5|faf\ kepentmgan dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut
dalam pengambnlan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.

4.8. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi

1.
2.

Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;*?8

jika tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan
suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ¥ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir;%

Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat
(dissenting opinions) tersebut;**0

116
128
129

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aerc Asia Tbk Pasal 17 ayat 13.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tok Pasal 17 ayat 14.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aerc Asia Tbk Pasal 17 ayat 15.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tok Pasal 17 avat 16.
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4,

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan peserta Rapat
Direksi;131

Jika terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil
rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis datam surat
tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;!3?

Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang
diambil dalam rapat Direksi yang bersangkuian, balk untuk para anggota Direksi maupun
untuk pihak ketiga;**3 e

4.9. Tata Cara Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Direksi SRR e

1.

Direksi juga dapat mengambil keputusan- keputusan yang \sah\udan menglkat tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentu:;m bahWa\\semua ahggota Direksi telah
diberitahukan secara tertulis tentang usulmsul ydng herSangkutén 1-‘5;8«

\\,/

Semua anggota Direksi membenkan persqtujuan mengenarusulmsutyang diajukan secara

\\\\

tertulis sebagaimana dlmaksudupadan angka 1 ,seﬁa memandat‘angam persetujuan
tersebut;*3® RN W \/\/\, N

A
\\ s
,,\\ \\ 1 \\ , 7

~ .

Keputusan yang'/da‘ambj\kdengan cara’ sebagamana “dimaksud angka 1 dan angka 2
mempunyahkekuatah‘ yang sama dengan Repqtusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

\140 \~~ v e |
o Dwgkss TR \\ W e
\ <,

4.10. ‘i'ata\ Penyusunan msa]ah Rapai

\\ /, AR \\\\

1

N \\\ N

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuatkan
suatu risalah rapat dan sebagai pengesahannya ditandatangani eleh seluruh Anggota Direksi
yang hadir.

Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting
opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi (bila ada).

Risalah rapat Direksi harus menggambarkan jalannya dinamika rapat. Hal ini penting untuk
dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum
dan alat bukti yang sah untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat.

Pembicaraan dan keputusan dari rapat Direksi yang menggunakan sarana telepon
konferensi atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu
risalah rapat dan kemudian diedarkan kepada para Anggota Direksi yang berpartisipasi
dalam rapat tersebut untuk dipelajari dan ditandatangani.

13t
i
133
138
139
140

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 17 ayat 17,
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 17 ayat 19.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 17 ayat 21.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 17 ayat 22.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 17 ayat 22.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 17 ayat 22.
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5. Risalah rapat yang dibuat harus mencantumkan:
a. Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan.
b. Agenda yang dibahas.
c. Hasil tindak lanjut atas keputusan rapat sebelumnya.
d. Daftar hadir.
e. Lama rapat berlangsung.
f. Berbagai pendapat yang terjadi dalam rapat. e
g. Individu yang mengemukakan pendapat. '\E:: (\\”\::\:\,\‘\\‘\\)
h. Proses pengambilan keputusan. . ‘Is\\‘\‘\ \‘\\\\::/

i. Keputusan yang diambil. /:~ (\7‘\\ N \),'

pendapat (dissenting opinion). - "\ - \\\\ \(

<\ \\ ,/ \\ AATELAY NN \\\\ \\

Anggota Direksi yang bersakjgkutan hadlr atau tldak hadir dalal’n rapat Dlrek5| tersebut.

\\ \\ Nz < \\ ;/ \\

Risalah rapatDrreksl\dllamplrkan surat kuasa yang ' diberikan oleh Direktur yang tidak hadir

kepada,ﬂrré{stur lainniya (jika arda)a RN

\\8 \\Rlsalah ash’darl se\tkaﬁ} rapat\‘DlreI-d,su yang telah ditandatangani, harus diadministrasikan
\\ s\ecara ‘baik oIehSekreta\ns Peﬁusahaan dan harus setalu tersedia bila diperlukan.

Ny
N

W)
\\‘\
-
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5. Hubungan Direksi dengan Pemangku Kepentingan

5.1. Hubungan Direksi dengan Pemegang Saham

Anggota Direksi diangkat oleh Pemegang Saham dalam RUPS, sehingga dalam setiap RUPS
Tahunan, Direksi berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya dengan
menyampaikan laporan pengurusannya kepada RUPS dan memasukkan laporan pengurusan
tersebut dalam Laporan Tahunan Perseroan,®’

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan
keuangan, RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-
masing anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermln: dalam laporan
tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tmdak@n tﬁd\ana lainnya. 18
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dalam RUPS merupakan pentvuludan akuntabilitas

pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asasTata/Kelo{a Perusahaan yang baik.
\\ |1 ‘

RUPS sebagai organ pemegang kekuasaan tertinggi dalanf perseroan hamé dilibatkan dalam hal
pengambilan keputusan mengenai tmdakan t’nd@kan tertentu y,angdttentukan dalam Anggaran
Dasar dan regulasi terkait lainnya. Adapun’kgwerrangan Direksi yang (irbatam dengan kewajiban
untuk meminta persetujuan danRUPg sebeiumnya adalah seﬁagat bérlkut

\\ l/
N \\ g \\ Sy

1. Melakukan TransaksuMa%enaI Transaks{Aﬁha(SjTtansak i Benturan Kepentingan;18°
2. Melakukan\transaksliamnya di. bldangPaSa( ME&&I yang memerlukan persetujuan RUPS;1%

\\//

< 3! n Méngal‘hkan atau me\lepaskan \ha,k se1uruh atau sebagian besar harta Perseroan, yaitu

\\

N \der\gan nilai seﬁeﬁas\}éblh {iarl 50% {lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih

"“““Perseroan dalam i I@atu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buky;*%

4. Menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan, yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku;®?

5. Mengajukan pailit.1??

187

139
190
191
192
193

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 2 huruf b angka 5 angka 7 angka 8.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 11 ayat 8.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 15.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 15, Peraturan IX.E.1, dan Peraturan IX.E.2.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 14.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 14.

Pasal 104 UU No. 40/20Q7.
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5.2. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusannya diawasi oleh Dewan Komisaris.'%> Dalam
menjalankan tugas pengawasannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan
pemeriksaan, seperti melihat dokumen-dokumen, meminta penjelasan kepada Direksi,
memberikan nasihat-nasihat atas segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan.1%

521

(€Y \\I,*\\\ W N NN \ ~-

Pertemuan Formal

Pertemuan formal dilaksanakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan utama
Perseroan. lika tidak, maka pertemuan formal hanya dianggap sah jika dilangsungkan di
dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh setiap anggota D[rékSJ\atau Dewan

\»
Komisaris, atau wakilnya yang sah. “ W \3::'7
~ AR
s 3
\\’/— \\\ \\‘\‘\

5.2.1.1 Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan qu.l\sarls

/ > \\,

Kehadiran Direksi dalam Rapat quanl Konulsiarls dilakukan dalam beberapa
kondisi, antara Iam (|) dalam \rapat bersama dengan E,TeWan Komisaris yang
waijib dlselengg‘arékan rh;lmm’al 1 (satu{ kali\\ialam 4 \Iempat) bulan;*¥7 {ii)
berdasarkam pe(mmfaarr Dewan Komlsans\untqu‘menghad|r| Rapat Dewan
Komlsam\ 3‘93\\an/g dliakukan um:uk men}elaskan memberikan masukan atau

k O ) i \\, ,f

méla‘ku andiskusi. NN
A% -~ AN \’/

- \\\ N > - NN \\‘:\

LR \

TRAN ]'ata cara: :l,-\\‘-—\‘. <

NN RN 1. Ijawan Kom|san5199 mengirim undangan Rapat Dewan Komisaris kepada

\Du'ékf\l dafam bentuk tertulis?® (berupa surat fisik maupun surat
e]ektromk) dengan menyebutkan acara rapat, tanggal, waktu, dan
tempat rapat;?®

2. Direksi, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Direksi atau
anggota-anggota Direksi yang akan menghadiri rapat dan memberikan
konfirmasi kepada Dewan Komisaris, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum rapat dimulai atau waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan
mendesak;

3. Apabila terdapat materi dalam Rapat Dewan Komisaris yang perlu
disiapkan oleh Direksi, maka materi rapat tersebut wajib tersedia
sekurangnya 5 {lima) hari kalender sebelum rapat dilaksanakan;

195
196
197
198
199

200
201

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 19 ayat 1.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 19 ayat 2 huruf a.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbhk Pasal 20 ayat 3.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 19 ayat 2 huruf a angka 5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan dapat dilakukan oleh 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh

Komisaris Utama.

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 20 ayat 9.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 20 ayat 10.
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4. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan rapat yang dihadiri Direksi,
Sekretaris Dewan Komisaris membuat risalah rapat dan
mendistribusikan kepada peserta rapat.2®?

5.2.1.2 Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi atas Permintaan
Dewan Komisaris

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dapat dilakukan atas
permintaan Dewan Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris
untuk hadir dalam Rapat Direksi guna memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan.2® e RN

Tata cara: - NN

1. Dewan Komisaris menyampaikan permmf ) *tertulls kepada Direksi
untuk hadir dalam Rapat Dlreksr/ \\\\ \'\ \:\c &

2. Direksi melaksanakan Ra‘pat Drreks} yang d:hadm Dewan Komisaris;

\\ \\ \\

3. Sekretaris Perserdﬁn membuat nsalab R‘apat\ﬂlregsl yang dihadiri oleh
Dewan KmmSéris dén mendlstrlqukanny‘a Répada peserta rapat;

\\ \,,\\\ \\

4 Ket\entuaﬁ:penyelenggaraarn\Rapat -Drrek5| yang dihadiri oleh Dewan
e Y \\quﬁmarls tetap mengac\u p‘ada ketentuan penyelenggaraan Rapat
AR ‘\‘E\ ] \D"'ekS' \l/_\\ ‘\\_‘:‘\' N

AR

~ /—\ I
- AR \\ \ N ,/ \\ \\,

RUPS\‘LaPhnya
1. RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan Laporan Tahunan

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.?’® Mata
Acara dalam RUPS Tahunan sekurang-kurangnya memuat:

a. Pengesahan Laporan Tahunan;
b. Penggunaan Laba Bersih Tahun yang Bersangkutan (jika ada);
¢. Penetapan Tantiem Tahun Buku yang Bersangkutan (jika ada);

d. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan
Tahun Buku Selanjutnya (jika ada);

202
203
08

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 20 ayat 18.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 19 ayat 2 huruf a angka 11.
Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 11 ayat 1.
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//

e. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku Berjalan;

f. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Management and
Employee Stock Option Plan (MESOP) (jika ada);

g. Laporan Penggunaan Dana Hasii Penawaran Umum Saham Perdana
{sampai dengan habis digunakan); W

“\ - ANY
K IZENERY

MANE R Y \\

h. Hal lainnya yang memerlukan persetukuan ‘RIZIPS" sepanjang
tercantum sebagai Mata Acara Rapat padasaat Pemanggllan RUPS.

// R} \\ I‘ ‘|

RUPS Tahunan dalam rangk.‘;:I pengesahan Laporan Tahunan diadakan
tlap-tlap tahun serta dtselenggaraican oleh Dm—;ks; yang dihadiri oleh

mengesahkan Lapm'an 'I’ahunan l,:,’—\\, \\\\\:\\‘\\\\\/

-
\ \ AN\ e
\\ \\ v W
\\ \l/“‘ \‘ /)

,Iuw(an N penyelenggaraahx\ RUPS— Tahunan adalah untuk

ROAN

‘\\ \\meméertanggung;awabkan‘\kmerja Direksi pada tahun sebelumnya

==

> \\ B \dlbandlngkan q:lengan “\RKAP yang telah disetujui dan peraturan

perundang@yhda'ngan yang berlaku serta memberikan pembebasan dan
pé]qﬁasénzanggung jawab (aquit et de charge) kepada masing-masing
aﬁggota Direksi dan Dewan Komisaris,?®® meskipun tidak mengurangi
tanggung jawab masing-masing dalam hal terjadi tindak pidana atau
kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada Perseroan
dan/atau pihak ketiga.

RUPS Lainnya

RUPS lainnya diselenggarakan dengan tujuan agar Direksi dapat
melaksanakan suatu perbuatan hukum dalam rangka pengurusan
Perseroan yang kewenangannya diserahkan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atau hal penting lain yang menyangkut kinerja Perseroan.

Usulan tindakan Direksi diajukan kepada RUPS dalam bentuk Mata Acara
RUPS yang disertai persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Tindakan
Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS adalah untuk batasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan terkait
dengan ketentuan Perseroan dan Pasar Modal, serta perbuatan hukum
lainnya vang oleh regulasi terlebih dahulu disyaratkan untuk
mendapatkan persetujuan RUPS.

209

Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tok Pasal 11 ayat 3.
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Sebelum diajukan ke RUPS, usulan pelaksanaan tindakan hukum Direksi
harus disertal dengan fanggapan terfulis atau persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris.

Tata cara:

a. Dewan Komisaris menerima materi dari Direksi terkait tindakan
hukum Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS. Usulan
tindakan hukum Direksi tersebut harus disetujui oleh Direksi, baik
dalam Rapat Direksi atau melalui mekanisme pengambilan
keputusan di luar Rapat Direksi; o

b. Direksi mengirim usulan materi kepada Dewan\K@rl\'l:lsans untuk
mendapatkan tanggapan tertulis atau ‘persetuluan tertulls dari
Dewan Komisaris. Tanggapan tertuhs “atau\ persetujuan tertulis
Dewan Komisaris dlterlma “oleh\ Dn’éks;\tidak leblh dari 14 (empat

\ l‘ = B

\
belas) hari kalendeh\ L) e

A
// \\

c. lika da{am 3angka L waktu tersehut‘ ‘DeWan Komisaris tidak
menyamg\aﬂ(a& 'tanggapan atau,\pegﬁéf\u]uannya, maka Dewan

I(bmlsarls \‘dlanggap Ielah \meh’yampalkan tanggapan atau
bﬁ(‘setu;uannya a‘tasusman Direksi dan Direksi berdasarkan prinsip

PRt §\‘.‘| W, > kehati- hattan\ d;m rt«kéd balk dapat melanjutkan proses atas usulan

o Wi Nt tmd;kan hukurnbwekm tersebut;

- (R AN i’ \\

\‘\ \\\\ W \‘\ vV KN W7

\\\\ N RN s d \\Dalam Tdurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana
N \‘ d‘Lmaksud pada angka 2, Dewan Komisaris dapat meminta

" penjelasan tambahan dari Direksi atas usulannya tersebut, namun
tidak lebih dari 1 (satu) kali;

e. Direksi memberi materi penjelasan tambahan yang diminta Dewan
Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
menerima permintaan dari Dewan Komisaris;

f. lJika dalam jangka waktu tersebut Direksi tidak menyampaikan
materi penjelasan yang diminta oleh Dewan Komisaris, maka Direksi
dianggap membatalkan usulan tindakan hukum Direksi;

g. Direksi menerima tanggapan tertulis atau persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris atas materi usulan Direksi paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah melakukan kajian atas materi atau
setelah menerima penjelasan tambahan yang disampaikan Direksi;

h. lika Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis atau
persetujuan tertulis dalam jangka waktu tersebut, maka Dewan
Komisaris dianggap telah memberikan persetujuan atas usulan yang
diajukan oleh Direksi dan Direksi berdasarkan prinsip kehati-hatian
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dan iktikad baik dapat melanjutkan proses atas usulan tindakan
hukum Direksi tersebut;

Usulan materi Direksi yang telah mendapatkan tanggapan tertulis
atau persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dapat disampaikan
oleh Direksi kepada perwakilan Pemegang Saham dengan tembusan
kepada Dewan Komisaris (jika perlu);

Direksi menyelenggarakan RUPS dengan Mata Acara rapat sesuai
dengan usulan materi yang telah mendapatkan tanggapan tertulis
atau persetujuan tertuiis Dewan Komisaris; NE

“\ - A
'( // :\ \\

Penyelenggaraan RUPS dalam rangka menyetun;u tmdakan hukum
Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketantuan ‘dalam Anggaran
Dasar Persercan dan peraturan dtbldang Pasqr Modal.

- ]
AN \\ Y ‘\\\’,

RUPS memberlkan/putulsan terhadap materyyang diajukan Direksi
setelah memperl;’rmbangkwan persetumaﬁ\ -tertulis dari Dewan

\\\

KomlsarlS\\ r(,\\, \\,‘,c RN
1]

5.2.2 Pertemuan Inf&rméh D o Sl

(9

Pertemuan }nfdr

AR Z oML 1/'"\\ ==
\\ (Y N LTy

badalah pertemuananggdta Direksi dan anggota Dewan Komisaris

di }uﬁr forukn rapat—rapat fofmdl‘.ﬂarterhuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota dari
- QW orgénDewan Kon'usar,rsdan Dn‘;eksi lainnya, untuk membicarakan atau mendiskusikan

\\\ \\ “suatu perma;sa}aban datam suasana informal.

WMo //
N

\\\ \\\‘

Sesuai dengan’ s;fatnya yang informal, Pertemuan Informal dilakukan bukan untuk
menghasilkan keputusan, melainkan untuk menyelaraskan pendapat melalui

pengungkapan

pandangan secara informal, serta mengupayakan kesamaan

pandangan/pemahaman yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua pihak.

5.2.3 Komunikasi Formal
5.2.3.1 Llaporan Tahunan (Annual Report)

Dilakukan dalam rangka memberikan gambaran dan pertanggungjawaban

tentang jalannya kegiatan Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk disetujui

dalam RUPS dan publikasi kepada pemangku kepentingan lainnya.

Tata cara:

a. Direksi menyiapkan rancangan Laporan Tahunan paling lambat pada
periode Desember - Januarj;

b. Direksi mengirimkan rancangan Laporan Tahunan kepada Dewan
Komisaris paling lambat pada bulan Februarj;
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c. Dewan Komisaris melakukan kajian atas rancangan Laporan Tahunan
dan bila dipandang perlu, memberikan masukan/saran untuk perbaikan
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
menerima rancangan Laporan Tahunan dari Direksi;

d. Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan untuk
diajukan kepada RUPS;

e. Direksi mengirimkan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh
Direksi dan Dewan Komisaris kepada QJK, Bursa, dan masyarakat paling
lambat tanggal 30 April, sesuai dengan ketentuan Anggaran“Dasar dan
peraturan lainnya yang berlaku terkait dengan Laporalﬁ Tahunan dan

penyelenggaraan RUPS; . \\ N
N ‘\\\\ v

f. Direksi mengirimkan pengumuman dan pem‘anggllan penyelenggaraan
RUPS Tahunan sesuai dengaq rketenfuan Anggaran Dasar dan peraturan
lainnya yang berlaku te;kalt dengah penyelenggaraan RUPS;

g. Direksi menyeiengga}:akanRUPS Tahunangai“ng [ambat pada bulan Mei
atau segera sete!ahﬁenyelenggaraanﬁu PS Tahlman Induk Perseroan.

“A WM
\\ M Y
,\, \\ \\ ll N \\\ //

5.2.3.2 Penu\nfukan ‘Kantor Akun‘tan/Pnbhk (KAP) dan Akuntan Publik (AP)

// \\ \\ T \ ~-

(7> \\ FfenUnjukan KAP\,merUpakan keglatan penunjukan auditor eksternat untuk

melakukan,,au\d*t\ ‘t)arhadap Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
PQnuankan‘\K/SP sebagalmana dimaksud pada pengertian tersebut
dlmakgudkan untuk mendapatkan KAP yang memenuhi persyaratan standar
profesional akuntan publik.

Selanjutnya, AP dan KAP yang ditunjuk wajib terdaftar pada QJK?**® serta
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 9/2023 dan
peraturan terkait lainnya mengenai AP dan KAP (jika ada). Untuk memastikan
bahwa AP dan KAP vang ditunjuk telah terdaftar di OJK, maka sebelum
dilakukan proses penunjukan atau pengadaan, Perseroan meminta
konfirmasi kepada OJK atas calon AP dan KAP dimaksud

Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan KAP yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, RUPS dapat
mendelegasikan kewenangan penunjukan tersebut kepada Dewan Komisaris
yang disertai dengan: i) alasan pelimpahan kewenangan; dan ii) kriteria atau
batasan AP dan KAP yang dapat ditunjuk.?**

12
214
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5.2.3.3 Penyusunan RJPP dan RKAP

Direksi berkewajiban menyiapkan pada waktunya RIPP Persercan dan
perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.?15

RiPP ini merupakan referensi bagi Direksi dalam menyelenggarakan
pengurusan Perseroan dalam kurun waktu 5 {lima} tahun yang akan datang.
RIPP sekurang-kurangnya memuat:?1®

1
2
3
4,
5

5.

7.

Pendahuluan;
Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya; PSRN

Posisi Perseroan saat ini; OO o

\I\

Asumsi-asumsi yang digu nakan dalam penvushnah RIPP;

1 \‘

Tu1uan Visi, Misi, Sasaran St‘rategl Pe‘rrcapalannVa, Kebuakan Program

\ ’
<\\ I/)\\//

Pen;abaran s‘tkategl rIS:ko dan; NN
\\ \\ \\ \\\ C/\,\, “w "

Per’tugasahPEmenntah PN

\\ - -

\l/~\ AR TENY )/\\,,

023 deuar\p;tenyusunan RJ,PP adaiah\untuk

Rlaiy

PRE Mendefmlsukan\hsmddn M|5| Perseroan;

,/ N \\,

- PR Méngun\gkapkan prioritas-prioritas yang ingin diraih dan kinerja yang
\dlper:lukan
3. Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan daya saing Perseroan

dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan sasaran Perseroan.

Tata Cara Penyusunan RIPP:

1.

Direksi menyiapkan rancangan RIPP pada bulan Juni tahun sebelum
berakhirnya RIPP periode 5 (lima) tahun sebelumnya;

Direksi mengirimkan rancangan RIPP kepada Dewan Komisaris paling
lambat pada tanggal 31 Oktober tahun sebelum berakhirnya RIPP
periode 5 {lima) tahun sebelumnya;

Dewan Komisaris melakukan kajian atas rancangan RIPP vyang
disampaikan oleh Direksi dan bila dipandang perlu, memberikan
masukan/saran untuk perbaikan;

215
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Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk Pasal 16 ayat 2 huruf b angka 2.
Permen BUMN No. Per-02/MBU/03/2022, Pasal 90.

Edisi: A

Revisi: 4 November 2025 Halaman: 37 dari 53

Dokumen Terkontrol Dilarang Menduplikasi




%“ GMF AeroAsia Pedoman

N

GARJDA NDONESIA GROUF

Direksi

Dewan Komisaris mengirimkan masukan/saran untuk perbaikan RIPP
kepada Direksi paling lambat 1 (satu} bulan setelah menerima rancangan
RIPP;

Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan Rapat Gabungan
Dewan Komisaris — Direksi untuk membahas rancangan RIPP;

Tata cara penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris — Direksi
mengacu pada ketentuan terkait dengan Rapat Direksi dan/atau Rapat
Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani rarr;:angan I&JPP yang
telah disetujui oleh Dewan Komisaris paling Iambat\pada'akhlr bulan
Desember sebelum tahun berjalan RIPP perlode ‘5 (lima) tahun

W \\\ WMt
selanjutnya. . N Y

//—\/ ‘\ IR \\’/ [

Direksi berkewajiban menylapkén pada\w»aktunya RKAP Perseroan dan
perubahannya serta menyampalkan‘nva kepad@ Dewa»n Komisaris untuk

mendapatkan pegrsgtujuah ‘dar‘;cDewan Kgmmaus‘?@? \‘\C\

RKAP . lm merwpakan “referensi bagi Dwekﬂ\ dalam menyelenggarakan
peugurusém pacta tahun berjala,n fcahunan} cfengan mengacu pada RIPP yang

J.e{ah d:setmm RKAP sekurqﬁg kwahgnya memuat:

_ ” W \\ v

-

SN “\\\ N X Perseroarr,dan;program kerja/keglatan,
VN (Y “ - AR \\\ \
N N AR <- .
RN 2. \)E\‘Qgg?a}ran Perseroan vang dirinci atas setiap anggaran program
AN Y

kerja/kegiatan;

3. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak Persercannya (jika ada);

4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.

Tata cara penyusunan RKAP:

1. Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling
lambat 31 Oktoher sebelum memasuki tahun anggaran baru;

Dewan Komisaris melakukan proses telaah sesuai dengan rencana kerja
yang ditetapkan dan memberikan masukan/saran untuk perbaikan
rancangan RKAP dan mengirimkannya kepada Direksi, paling lambat 14
(empat belas) hari kalender setelah menerima Rancangan RKAP;

Atas telaah dan masukan/saran Dewan Komisaris, Direksi melakukan
perbaikan rancangan RKAP untuk diajukan ulang kepada Dewan
Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
menerima masukan/saran Dewan Komisaris;
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4,

Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan Rapat Gabungan
Dewan Komisaris — Direksi untuk membahas rancangan RKAP;

Tata cara penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris — Direksi
mengacu pada ketentuan terkait dengan Rapat Direksi dan/atau Rapat
Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani rancangan RKAP yang
telah disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan
Desember sebelum tahun anggaran baru.

‘\l"

5.2.3.4 Pelaporan Berkala T

\\\ AR
WA v

Pelaporan berkala adalah penyampaian laporan dan\ Dlreklm‘kepada Dewan
Kemisaris yang memuat pelaksanaan RKAR\’da}am kurun waktu tertentu.
taporan berkala yang dlsampalkan Jni \‘I;erdurm darl Laporan Realisasi RKAP
Triwulanan dan Laporan Reallsas: R;(Athrahuhan -yang tertuang dalam

Laporan Tahunan. (7:\‘\\ g N \:,;:»
AN :/’: N N I\\) ‘\\:\ ‘\\\‘\\ \\\\
NI ISOCINE RN
TataCara: "\ \\Tn ,:,—\, Whaty v
’ \ \\ \\ N -\ \\ \
1. Lappl‘an\\BéPkara Realisasi RKAP djsampaikan dalam bentuk naskah

// \\\

W ~terth|;s (hardcopy) dah[atau ﬁaﬁkah elektronik (paperless);

\\/

,, = \\ 2. \Laporan Re‘qhsasrﬁ“KAP Tleulanan disampaikan oleh Direksi paling

Iambat 1 {satul bulan setelah berakhirnya satu periode triwulanan;

\ \
\ ‘\ \\/ /r =7

3 o ﬂ;f‘ek‘{il menerima tanggapan dari Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu)

b};ﬂan setelah waktu penyampaian laporan triwulanan dari Direksi;

Atas laporan yang diterimanya, Dewan Komisaris dapat menerima
penjelasan tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu,
dan Direksi memutakhirkan laporan tersebut (jika dianggap perlu);

Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Tahunan adalah sama dengan tata
cara penyampaian Laporan Tahunan.

5.2.3.5 Pelaporan Khusus atau Insidentil

Pelaporan khusus adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan
Komisaris, di luar penyampaian laporan berkala RKAP Triwulanan dan
Tahunan, atas permintaan Dewan Komisaris atau inisiatif Direksi, yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan Perseroan.

1.

Direksi menerima permintaan terulis secara khusus dari Dewan
Komisaris dengan menyebutkan pokok permasalahan yang harus
dilaporkan beserta waktu pelaporan yang diharapkan;

Berdasarkan kajian atas cakupan permasalahan, Direksi memberikan
perkiraan waktu penyampaian laporan yang diminta Dewan Komisaris,
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dan sesuai dengan waktu vyang disepakati tersebut Direksi
menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris;

3. Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Direksi dapat disampaikan
setiap waktu kepada Dewan Komisaris, dengan menyatakan diperlukan
atau tidak diperlukannya tanggapan dari Dewan Komisaris;

4. Atas laporan yang diterimanya, Dewan Komisaris dapat meminia
penjelasan tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap periu,
dan Direksi memutakhirkan laporan tersebut (jika diperlukan).

5.2.3.6 Perbuatan Direksi Yang Memerlukan PersetUJuan Tertulls dari
Dewan Komisaris LT o v

Dalam melaksanakan perbuatan tertentuw’yang kewenangannya tidak
sepenuhnya diserahkan kepada/ Brreksl, \Dlr&kSI terlebih dahulu harus
memperoleh persetujuan darl Déwarr\ Kbﬁ'r'sans E’etbuatan Direksi yang
harus mendapat persetUJuan\tertullsﬂarl Dewan\Komisarls adalah: 218

\
\
<\ \\ ,/ \ \\ l\ \\\\ \\\\ W

1. Memberlkan Jaminarruatas aktlva Perﬁeroartdengah nilai yang melebihi
ba:as yang ﬂan\waktu ke waktu d‘tetapkan»oleh Dewan Komisaris;

N \_//
\\ \\ \\’/

2;"1Mehe,nma atau membenkaﬁ/ﬂlnjaman panjang dengan nitai melebihi

P \/ N \\ \\batas yang/dan Waktw kewaktu ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali

o wiy g nzv plnjama;LLutv;mg atau/plutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan

<\\\ N - mnjérna‘(r vangfdlberlkan kepada anak Perseroan dengan ketentuan
\\\:/\',' h R \njaman kepada anak Perseroan dilaporkan kepada Dewan Kornisaris;

3. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang
mati dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

4. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1
(satu) tingkat dibawah Direksi;

5. Melakukan penyertaan modal, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut
serta pada perseroan atau badan-badan lainnya, dengan nilai yang
melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan
Komisaris;

6. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal pada
Perseroan lain, anak Perseroan, Perseroan patungan atau badan-badan
lain, dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

7. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan
pembubaran anak Persercan dan/atau Perseroan patungan;

28 Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Pasal 16 ayat 13.
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8. Mengikat Perseroan sebagai pinjaman {borg atau avalist);

9. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa
kerjasama lisensi, kerja sama manajemen, menyewakan asset tetap yang
tidak termasuk ke dalam obyek kegiatan usaha, kerja sama vyang
didasarkan pada prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan dengan
pihak ketiga, Bangun Guna Serah {Build Operate Transfer/BOT), Bangun
Milik Serah (Build Own Operate Transfer/BOOT) dan bentuk perjanjian
lainnya yang mempunyai sifat yang sama dengan nilai atau jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

1
\‘\l

A

10. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dlhapus bu’kukaﬁ,\
v

11. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktlva“tetap Petseroan, dengan
nilai yang melebihi batas yang darl,wa‘k‘cu ke \\Aaktu ditetapkan oleh

PN \\ N

Dewan Komisaris; I W ‘.‘, 37

o AT NCTAR PP
.

12. Menetapkan dan merubah Ioga?érseroan, ¢ o “i\: “
13. Mengesahkan RJPP’dan R}(‘AP padawaktcmy\a; Y

\\ KA \ N

W~

14, MeJakuk\qn tmdakan-tmdakan Iam\dah ’tmdﬁkan sebagaimana dimaksud
\,,;aada Pasaﬂ 16 ayat 14“Anggaran Dasar yang belum ditetapkan dalam
// \\ \\R\KA? o2 \‘\ \\\\’\\::/

Y \ -

1/’\\ || \ -—\

RVENY o 15, Pquusulan wakpl PErseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan

NN Déw%m Komivsafs anak Perseroan yang memberikan kontribusi signifikan

N \\képatda Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.

Mengenai tindakan lain yang termasuk dalam wewenang Direksi dan
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang belum diatur dalam RKAP
tahun berjalan tersebut akan disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Tata cara pengajuan persetujuan:

1. Direksi menyiapkan materi atas perbuatan yang memerlukan
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;

2. Direksi mengirim materi kepada Dewan Komisaris untuk dikaji dan
ditelaah. Dalam proses kajian dan telaah oleh Dewan Komisaris, Dewan
Komisaris dapat meminia penjelasan tambahan kepada Direksi paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima materi dari
Direksi;

3. Apabila terdapat permintaan penjelasan tambahan sebagaimana
dimaksud pada angka 2, maka Direksi memberikan materi atau
penjelasan materi tambahan tersebut paling lambat 14 {empat belas)
hari kalender setelah menerima permintaan dari Dewan Komisaris;
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4. Direksi menerima keputusan terkait persetujuan atau tidak disetujuinya
usulan perbuatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
14 {empat belas) hari kalender sejak Dewan Komisaris telah menerima
dokumen dan informasi secara lengkap dari Direksi.

5.2.3.7 Pembahasan Isu-isu Terkini

1. Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada
Perseroan dan Kinerja Perseroan secara tepat waktu dan relevan.

Tata cara: NN

a. Direksi melakukan pembahasan |n1ernal meh‘génal isu-isu
terkini mengenai perubaham \\lmgkungan bisnis dan
permasalahan yang berdambakhesarpadé usaha Perseroan dan
KlnerjaPerserqan, \\\\ Ao 2

b. lJika perubahan hngkungan blsms\behdampak besar pada usaha

Perseroah’cran Kmerja PerserOan Btceksl menyampaikan isu-isu
-\ mers‘ebqt\kepada Dewan ‘Konﬁsarwuntuk meminta tanggapan
- 53N dan‘arahan. a0 :"(—‘}\, -

A~ \

T ~- \
DO NN T Vi \D;rékmmer}yémpalkanmformammengena:gqala penurunan kinerja
\ .
N \\\\ \d\‘an keruglan Perseroan yang signifikan kepada Dewan Komisaris

afau Pemegang Saham melalui laporan tertulis.
Dalam hal Dewan Komisaris melakukan kajian dan telaah ientang
gejala penurunan kinerja Perseroan, Dewan Komisaris dapat

meminta penjetasan tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang
dianggap perlu.
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5.2.3.8 Penanganan Surat Menyurat / Memorandum

Surat-menyurat atau penanganan Memorandum adalah korespondensi
antar organ yang formal, berkenaan dengan pelaksanaan dan kelancaran
tugas pokok dan fungsi masing-masing organ. Surat/Memorandum
dapat bersifat penyampaian informasi, permintaan pendapat dan saran,
permintaan tanggapan tertulis yang khusus, dan permintaan persetujuan
dari Direksi kepada Dewan Komisaris.

Tata cara:

1. Surat-menyurat/penanganan Memorandum dapat d‘l%\kukan dalam
naskah tertulis {hard copy), rekaman elektrqnls a‘kaﬂ gémanfaatan

W

surat elektronik (e-mail}. W \1\\\\\\
\ \ \\

\)

2. Sekretaris Perseroan meflakuka\n hemantauan dan mengingatkan
dalam hal terjadi penylmpangan tat% wa‘ktupehanganan

\ -
\/
//\ >

3. Untuk menmgka‘tkah\ keamanan‘\«.jah‘ kérahamaan dokumen,
dtlakukar( u\pay’*a, pencegahan pende\takslhn dan langkah korektif

N Qlehrfungsl‘terkalt i ‘\:\\"/‘: R
= ‘\’( R ,;a\aya tersebut da’p’at“’dﬂakukan dengan konversi segera naskah
P ‘I\‘/;:‘:‘, \\\ ; tertulls/kfa_dalantrekaman elektronls (misalnya dengan penggunaan
G ‘\‘:\j’.‘::” scanner),\ pengarnanan fisik, penyimpanan naskah, pengamanan
Q\x\ Y \‘\\‘\\\\‘\: o ‘\\tt mfras‘(trukt‘brr‘ {(server, terminal kerja, jejaring) serta penetapan
N X ‘\ pembaglan hak-akses.

4. " Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan resmi Persercan

Setiap kegiatan Perseroan pada tingkat korporat yang bersifat
formal seremonial yang relevan dan signifikan di lingkungan Direksi
dan di lingkungan Dewan Komisaris, diinformasikan oleh Sekretaris
Perseroan kepada organ di bawah Direksi dan Dewan Komisaris.
Informasi tersebut ditempatkan pada aplikasi pemantauan agenda
kegiatan, yang merupakan bagian dari fasilitas sistem perkantoran
elektronik,
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5.2.4 Komunikasi Informal

komunikasi antar organ Direksi dan Dewan Komisaris, antara anggota organ satu
dengan yang lainnya, di luar dari ketentuan komunikasi formal yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menggunakan surat/nota pribadi secara tertulis (hard copy), komunikasi
informal didukung oieh implementasi e-Office, antara lain berupa:

1. E-mail Pribadi;

o N 1

2. Group-chatting/messenger; L, 0y N
1 \ "(‘\\ N
. * ¢ AN A

3. Portal Pribadi; RN

" W ~-
e %
4. Knowledge Management Systems; VNN

Media lain sejenis yang bers;fat pr:'badi WO N

NV O oo

Penggunaan media sebagalmarta dlsebutkan dlatqs twdak bersifat mengikat
terhadap organ atau anggota\anggmta organ Pers‘etoah\‘kecuall telah dicatat atau
dituangkan dalam ke\phtusan\ydng duanggap sa]'i (némmutAnggaran Dasar.

\ \ /\\ \
1,\\\ \\ AREAY \\ y N
\\ AL Y \
\N\ Vo //
L’ A N N
LAY ~= - \\ TEERNS -
LA TN \\ ),\\,f,'
\\ AP

5.3. Hubungan DweRs: dengaﬁ Kom|te dI/Bavmh DéWan Komisaris

,/ ~> \\ II \:,-\ \-'\ \,

Dalamumela*ksanakan tugas ps;ngaWaSannya Dewan Komisaris dibantu oleh komite yang
dlbenmknya dengan«f ngg\; tugas( dan wewenang yang mengacu pada Piagam Komite dan
peraturan perundang—updan‘gan terkait lainnya. Sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal,
Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan
Komisaris juga dapat membentuk komite lainnya apabila dianggap perlu.

-0

N

Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan peraturan Pasar Modal, Komite Audit berwenang
untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan karyawan,
dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.2*®

Selain itu, Komite Audit juga berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan,
termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan
Akuntan,220

Berdasarkan hal tersebut, maka Direksi berkomunikasi dan berkoordinasi secara langsung
dengan Komite Audit yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

22 pasal 11 huruf a POJK 55/2015.
20 pasal 11 huruf b POJK 55/2015.
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6. Program Pengenalan Perseroan dan Pelatihan Direksi

6.1. Program Pengenalan Perseroan Direksi

1

Program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi Baru dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman kepada anggota Direksi Baru terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perseroan
sehingga anggota Direkst Baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perseroan
baik secara organisasi maupun operasional.

Program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi Baru menjadi tanggung jawab Sekretaris
Perseroan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perseroan o

- \\

Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan Perseroan kepada a’Hgtha‘Dlr\ékSl yang

baru diangkat. Materi pengenalan sekurang-kurangnya meliputi:= R \\ \x o
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan \yangbalk{; b
\\ |1 \\‘/ i

2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan denga(\tuluan sifat dan hngkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi, rencana; usaha Jahgka pendek\‘dan 1angka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan masalah- masalah,;trategls Iamny_a? \\\\5:\\\\\:\\ ‘Q\

3. Keterangan berkaltan\ dengan kewenangan yang dldelegas“kan\“cludlt internal dan eksternal,
sistem dan kebuqkan pengeﬁdahan mtemal;,tgrmasuk Komite Audit;

N 2

\‘5

W

Keteran&annméngene: tuga& dan tatlgguhg jawab Direksi serta hal-hal yang tidak

o dlp;erbqlehkén:’ SR \\ \\ oz

Peraturan perundangvuﬂdangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

\\// \\\\\

~N_ -

Program pengenalan Per‘s)eroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan
dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana
program tersebut dilaksanakan.?®

6.2, Pelatihan Direksi

a.

Anggota Direksi melaksanakan pregram pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kompetensi sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta kebutuhan Perseroan;

Rencana pelatihan dan anggaran biaya pelatihan bagi anggota Direksi dilaksanakan sesuai
dengan RKAP;

Peiatihan yang telah dilaksanakan oleh anggota Direksi dilaporkan secara tertulis dan
ditandatangani oleh anggota Direksi dan selanjutnya disimpan dalam custodian Perseroan.

227
228
229

Permen BUMN No. Per-02/MBU/03/2023, Pasal 43 ayat (2).
Permen BUMN No. Per-02/MBU/03/2023, Pasal 43 ayat (3).
Permen BUMN No Per-02/MBU/03/2023, Pasal 43 ayat (3).

Edisi: A Revisi: 4 November 2025 Halaman: 45 dari 53

Dokumen Terkontrol Dilarang Menduplikasi



%“ GMF AeroAsia Pedoman

GARJDA NDOMNESIA GROLP

Direksi

7. Waktu Kerja dan Cuti Direksi

Pengaturan waktu kerja, ketidakhadiran Direksi karena tidak dapat menjalankan tugasnya,
ketidakhadiran Direksi karena kedinasan, jadwal cuti anggota Direksi serta hal lainnya yang berkaitan
dengan alasan ketidakhadiran Direksi yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya, harus
memperhatikan kelancaran tugas Perseroan.

7.1. Waktu Kerja Direksi

a. Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja atau kedudukan Perseroan selama waktu kerja;

b. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, plktran,, per’hatlan dan
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapalan tujuan\‘Perseman

¢.  Wakiu kerja resmi Direksi mengikuti jam ketja resmi Perseroam ‘hamun sewaktu—waktu
Direksi tetap dapat bekerja di luar waktu resmi ters_ebut,demtme.marahkan tugas Perseroan;

d. Anggota Direksi dapat berada di luar tempat ker}a Perseréan dalam rangka kedinasan;

e. Bila diperlukan Direksi dapat hachr dJ Jua(\waktu kerja Perserodh drkarenakan adanya hal-
hal penting yang mendesak. \‘\\\\‘\\\‘\‘ { n R peans \‘\?\213‘\\:\/ W

7.2. Ketentuan Cuti Dlreksi‘ . \'( H\\,\':' U N
a. Selama melajﬁanakan tu@asnya, Dnrek51 rhendapatkan cuti tahunan sebanyak-banyaknya 12

-
W

\\

(dua beIa’sr) h&rvker‘ja setiap tahunnva {utl tahunan dapat diberikan apabila anggota Direksi
\\tel'éh‘ bekerja mimmal §elarha 12‘ (dua be[as) bulan berturut-turut;

\\ \ S NN \\\‘\

h\/l'zm pelaksanaan\ku‘tl\‘tahunan bagi anggota Direksi diberikan oleh Komisaris Utama

Perseroan. Komisaris Utama dapat menunda izin cuti yang dimohonkan oleh anggota Direksi
berdasarkan alasan demi kepentingan Perseroan;

Anggota Direksi yang melaksanakan ibadah, sehingga membutuhkan waktu untuk tidak
melaksanakan tugas lebih dari hak cuti tahunan, yang bersangkutan wajib mendapatkan ijin
dari Dewan Komisaris;

Setiap anggota Direksi yang menjalankan cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun,
memiliki pengganti atau Pelaksana Harian yang akan menggantikan tugas dari Direksi yang
bersangkutan. Ketentuan mengenai penunjukan Pelaksana Harian atau pendelegasian
kewenangan lainnya {jika ada) mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
kebijakan Perseroan.

8. Fasilitas Pinjaman Bagi Anggota Direksi

Perseroan tidak memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota Direksi dalam menjaga

implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik.3

34 ASEAN Corporate Governance Scorecard, Part A.8.3
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Organ Pendukung Direksi
9.1. Sekretaris Perseroan

Sekretaris Perseroan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja
yvang menjalankan fungsi Sekretaris Perseroan. Sekretaris Perseroan diangkat dan
diberhentikan oleh Direksi dimana pengangkatan Sekretaris Perseroan dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sekretaris Perseroan dilarang untuk
merangkap jabatan apapun di Perseroan atau Perseroan Publik lainnya.

9.1.1 Persyaratan Sekretaris Perseroan SN TEANRN

1. Cakap melakukan perbuatan hukum; ‘1~ ¥ v

Kelota Perusahaan; - \\ ‘\:"/’ R o
By \\ ‘//I . ‘\(/ _
3. Memahami kegiatan usaha Perseroan; o N
<\ \\ :’ \\ \\\\ '\) \\1\ W \\\
sl N2/ PSSR SR TAR A
4. Dapat berkomumkam denga’n baik; TN
\ \\ \\ \\‘\ \”\\) W
5. Berdomtsljldl Ih\:lones:a R
«,, NS \\ \\ (‘ \»\’, '\\/,:
6. ,ﬂlangkat dan dlberhentlkan befda/sarkan keputusan Direksi atau dapat

= \th;a'ngkap oleh sebnang anggoté Direksi.

\/9 1. 2 Kekosonga\n Sekre%arls Perseroan

1. Apabila terjadl kekosongan Sekretaris Perseroan, Perseroan wajib menunjuk
penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 {enam puluh) hari kalender
sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perseroan;

2. Selama kekosongan Sekretaris Perseroan tersebut, Sekretaris Perseroan
dirangkap oleh secrang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk
sebagai Sekretaris Perseroan sementara tanpa memperhatikan persyaratan
Sekretaris Perseroan.
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9.1.3

Hubungan Direksi dan Sekretaris Perseroan

Hubungan Sekretaris Perseroan dan Direksi erat kaitannya dengan tugas, fungsi
serta tanggung jawab Sekretaris Perseroan itu sendiri, antara lain dalam
penyusunan pedoman, perencanaan, dan pengendalian komunikasi Perseroan,
hubungan investar, serta kesekretariatan Direksi. Tugas dan tanggung jawab
Sekretaris Perseroan antara lain:

1.

Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk fnematuh;
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku texm‘asuk dl bidang

Pasar Modal; ,—, \1\\\ o

Membantu Direksi dan Dewan Komnsari’i dalam, peLaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang meliputi: ¢, \\\ T ISV ‘,;:\
\\ \\\‘//I (

a. Keterbukaan mformasv\kqpada masyarakat,\termasuk ketersediaan
informasi pada\S’mSWeb Perseroan,;,:\\/ RN \\ W RS

/ A
\\\\\\~/ ‘\\v

b. Penya,rri'palan laporan kepada OJK tep&t detu

oML 1/ \\
\N LT

g Pghyélenggaraan dan doku?neﬂiésl Rapat Umum Pemegang Saham;

«-=

&//Penyelenggaraén dan,'dbkumentam rapat Direksi danfatau Dewan
Komusarls,dan ‘\\}"’

\\ \
\\ \ \\’/

e. Pe1éksaﬁaan Program Pengenalan Perseroan terhadap Perseroan bagi
Dlrek5| dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan,

QIK dan pemangku kepentingan lainnya; 23

Melaksanakan peran sebagai penghubung atau fiaison officer antara Direksi,
Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah/Instansi terkait, masyarakat
dan stakeholders lainnya;

Mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan praktik-praktik Tata Kelola
Perusahaan yang baik dan memastikan bahwa Laporan Tahunan Persercan
telah mencantumkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

35 peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per- 02/MBU/03/2023 Tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara , Pasal 30 ayat (4c).
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9.2. Audit Internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat
independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki
operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses Tata Kelola
Perusahaan.®® Untuk menjalankan fungsi Audit Internal ini wajib dibentuk Unit Audit
Internal.2¥

9.2.1 Unit Audit Internal

9.2.2 Persyaratan Audltor lhtterria[ TN

-~

(€Y \\l,‘\\ \

Terdiri dari 1 {satu) orang auditor internal atau lebih yang Jumlahfnya d1§esuaakan
dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha( Persérban/ Unit Audit
Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audlt\,trrternal yang juga bertindak
sebagai kepala Unit Audit Internal. ,;\ ANN \\)) by

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan dlberhenflkah olehDirektur Utama atas
persetujuan Dewan Komisaris daﬂbertanggtlngjawab &épa\dafDlrektur Utama.

‘\ \\ ’/ ,\\» \\\\’/\’ -~ \\\\\i\ \\\\\\\ A\

1. Memlhkt m(egﬂta\s\ dan perllakw yang profeslonal independen, jujur, dan
QbJéktrf\da\L‘am pela ksanaan tugasnva,;r

2’ \ME‘;'mflkl pengetahuan\dap'péngalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu

/lain yang r‘glevan\dengén bidang tugasnya;

\\\ \\

\\

\\

3. Menge’(aﬁ ‘\pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Msdal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun
tertulis secara efektif;

5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;

6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perserocan terkait dengan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan
pengadilan;

7. Memahami prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
dan

8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
profesionalismenya secara terus menerus.

238
239

Pasal 1 angka 1 POJK No. 56/2015.
Pasal 3 POJK No. 56/2015.
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9.2.3

Hubungan Direksi dan Unit Audit Internal

Hubungan fungsi Audit Internal dan Unit Audit Internal dengan Direksi erat
kaitannya dengan tugas, fungsi serta tanggung jawab Unit Audit Internal itu sendiri.
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain:

1.
2.

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem
manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektlwtay di bidang
keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manuma, \pemasaran

teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; w \\ Nagh

S A3
Pe N N \\\

Memberikan saran perbaikan dan mformasl\yang, \ob}ektlf tentang kegiatan

yang diperiksa pada semua tmgkat manajemgm
X z/ v ///,‘

Membuat laporan hasil aud[t dan menvampalkan Iapor,an tersebut kepada
Direktur Utama dan D\ewan KOm;sans o RN \\\\\\ N

\\ \\ \ ,’, < \\\\\\\\

- \
- < \//

,
‘, O --

yangj:elah dlsarimkan QN TR

\,/ )/\\,,
\\ ,\\x N e rl

BBkeI(]a sama dengan KocheAud& et

,//\\ 1 \,-\‘—\ \/

\\

S.

NP 17N

< vn\ \8 I'MEnyusun prognam uhtuk—mengevaluam mutu kegiatan audit internal yang

dllakukann*ya, da nf' S

A
\\\\\ ‘\

Melakukén pemerlksaan khusus apabila diperlukan.

Selain itu, Unit Audit Internal juga memiliki wewenang, paling sedikit:

1

4,

Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan
tugas dan fungsinys;

Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris,
dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau
Komite Audit;

Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan
Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Tugas, wewenang, kualifikasi dan hal-hal lain yang terkait dengan Audit Internal di
atas diatur dalam Piagam Internal Audit.
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10. Penutup

Pedoman Direksi ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman kerja Organ Perseroan.
Pelaksanaan pedoman ini membutuhkan peran serta dan koordinasi lintas unit dalam Perseroan
agar kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan berlandaskan prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Perseroan

yang telah ditetapkan.

v
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Dokumen Terkontrol Dilarang Menduplikasi




Tangerang
Nomar kami { Our number
Perihal / Subject

%“ GMF peroAsia

GARUDA INDONES'A GROQUP

Kepada Yth:

Dewan Komisaris

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
di Tempat

13 November 2025

GMF/TS-2072/25

Permchonan Penandatanganan Penyesuaian Pedoman Direksi PT Garuda Maintenance
Facility Aero Asia Thk

Dengan Hormat, ) v
'(‘ /’/—:\ \\\\
\ V\ 'E WM

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NomorfPER‘2JMBU/0312023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Slgnlﬁkan—Baaah Usaha Milik Negara
dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Garuda Maintenance Facﬂ\ty Aqro Asia Thk ("GMF”
{ “Perseroan”), diperlukan peninjauan dan pemutakhiran PédomanDewén Komisaris secara
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Berikut kami sampaikan draft Penyesttaianf’edorhan Direksi PTGat‘J\Jda Malntenance Facility
Aerg Asia Tbk, Pedoman tersebut %ehh\kam: review ’dan ﬁna]isasr selanjutnya mohon
perkenan Dewan Komisafis unmk mermberikan persetu;uan deng‘an menandatangani pada
Lembar Pengesahan BedoMar\DrrekSI dalanrdokumen tersebut.
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Demiklan kamlzsampmkan atas perhaﬂal'mya chucapkan terima kasih.
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Hormat kami,
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Corporate Secretary & Legal Group Head

Rian Fajar Isnaeni
250842

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Thk
Seekarme - Hatta International Airport, Tangerang - Indonesia
P.0. Box 1303, BUSH 19130

Tel. +62-21-550 8962

www.gmf-aaroasia.co.dd



